BUPATI LOMBOK TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH
NOMOR &9 TAHUN 2021
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Menimbang: a.

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI LOMBOK TENGAH,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur
Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk
Penyederhanaan Birokrasi, dan untuk mewujudkan tata
kelola pemerintahan yang efektif dan efisien untuk
meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik,
perlu dilakukan penyederhanaan struktur organisasi dan
penyesuaian tata kerja Perangkat Daerah;

bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor
28 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten
Lombok Tengah sudah tidak sesuai sehinggga perlu diganti;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,
Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten
Lombok Tengah;

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah
Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
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Menetapkan

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 63 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tahun 2018
tentang Pembentukan  Unit Kerja  Pengadaan
Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi
dan Kabupaten /Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 1543);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 tahun 2019
tentang Pedoman Nomenklatur Unit Kerja Sekretariat
Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447);

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang
Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi
Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan  Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun
2016 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH.
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BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Tengah.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lombok
Tengah.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Tengah.

4. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan
yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya
dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara
Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani,
memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.

5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten
Lombok Tengah yang merupakan unsur pembantu Bupati
dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.

6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten
Lombok Tengah yang selanjutnya di singkat SETDA.

7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Lombok Tengah.

8. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya
disingkat LPSE adalah sistem pengadaan barang/jasa
pemerintah yang dilaksanakan secara elektronik dengan
memanfaatkan dukungan teknologi informasi.

13. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat
BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten
Lombok Tengah.

14. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah
dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah
untuk periode 5 (lima) tahun.

15. Rencana Kerja yang selanjutnya disebut Renja adalah
dokumen perencanaan perangkat daerah untuk untuk
periode 1 (satu) tahun.

16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

17. LaporanKinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya
disingkat LKjIP adalah laporan yang berisikan akuntabilitas
dan kinerja suatu instansi pemerintah.

23. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang
selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan atas
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selama 1 (satu)
tahun anggaran berdasarkan rencana kerja pembangunan
Daerah yang disampaikan oleh Bupati kepada Pemerintah.

24. Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
yang selanjutnya disingkat ILPPD adalah informasi
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang disampaikan
oleh Bupati kepada masyarakat.

25. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan
pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disebut UKPBJ
adalah unit kerja pada Pemerintah Kabupaten yang



menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang dan Jasa.

26. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD
adalah semuakekayaan Daerah baik yang dibeli atau
diperoleh atasbeban APBD maupun yang berasal dari
perolehan lain yang sah baik yang bergerak maupun yang
tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang
merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung,
diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-
tumbuhan kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya.

27. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah
sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas
berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan
pada keahlian dan keterampilan tertentu.

28. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan
fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam
jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai
kelompok sesuai keahliannya.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah ditetapkan sebagai
berikut:

a. Sekretaris Daerah, membawahi:
b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, yang

membawahi:

1. Bagian Tata Pemerintahan, membawahi Kelompok Jabatan
Fungsional;

2. Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahi Kelompok
Jabatan Fungsional;

3. Bagian Hukum, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahi;

1. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, membawahi
Kelompok Jabatan Fungsional;

2. Bagian Administrasi Pembangunan, membawahi Kelompok
Jabatan Fungsional;

3. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, membawahi Kelompok
Jabatan Fungsional;

d.Asisten Administrasi Umum, membawahi:

1. Bagian Organisasi, membawahi Kelompok Jabatan
Fungsional;

2. Bagian Umum, membawahi;

a) Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan
Kepegawaian;

b) Kelompok Jabatan Fungsional.



3. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, membawahi;
a) Sub Bagian Protokol;
b) Kelompok Jabatan Fungsional.

4. Bagian Perencanaan dan Keuangan, membawahi
Kelompok Jabatan Fungsional;

(2) Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah adalah
sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

BAB I
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Sekretaris Daerah
Pasal 4

(1) Sekretariat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah
yang bertanggung jawab kepada Bupati.

(2) Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam
penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif
terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta
pelayanan administratif.

(3) Sekretaris Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

a. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan Daerah,;
b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;

d. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil
negara pada instansi Daerah; dan

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait
dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Kedua
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Pasal 5

(1) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada
Sekretariat Daerah dipimpin oleh seorang Asisten.

(2) Asisten Pemerintahan dan  Kesejahteraan Rakyat
mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam
penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan
dan hukum, dan pengkoordinasian penyusunan
kebijakan daerah di bidang kesejahteraan rakyat.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

menyelenggarakan fungsi:
a. Penyusunan  kebijakan daerah di bidang
pemerintahan dan hukum;
b. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan Daerah di
bidang kesejahtaeraan rakyat;

c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat
Daerah di bidang pemerintahan, hukum dan
kesejahteraan rakyat
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d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
daerah di bidang pemerintahan dan hukum;

e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak
yang tidak diinginkan, dan faktor yang
mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di
bidang kesejahteraan rakyat;

f. Penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi
pemerintahan dan pembangunan serta sumber daya
aparatur di bidang pemerintahan, hukum, dan
kesejahteraan rakyat; dan

g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh
Sekretaris Daerah di bidang pemerintahan, hukum,
dan kesejahteraan rakyat yang berkaitan dengan
tugasnya.

Paragraf 1
Bagian Tata Pemerintahan
Pasal 6

(1) Bagian Tata Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala
Bagian.

(2) Kepala Bagian Tata Pemerintahan mempunyai tugas
melaksanakan perumusan kebijakan daerah,
pengkoordinasian  perumusan kebijakan  daerah,
pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah,
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang
administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan
dan kerjasama daerah dan otonomi daerah.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), Kepala Bagian Tata  Pemerintahan
menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan kebijakan daerah di bidang
administrasipemerintahan, administrasi kewilayahan
dan kerja sama daerah dan otonomi daerah;

b. Pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah di
bidang administrasi pemerintahan, administrasi
kewilayahan dan kerja sama daerah dan otonomi
daerah;

c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat
Daerah di bidang administrasi pemerintahan,
administrasi kewilayahan, kerja sama daerah dan
otonomi daerah;

d. Pengkoordinasian pelaksanaan penyusunan
laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala
Daerah dan Wakil kepala Daerah;

e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
daerah di bidang administrasi pemerintahan,
administrasi kewilayahan kerja sama daerah dan
otonomi daerah;

f. Pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang

administrasi pemerintahan, administrasi
kewilayahan kerja sama daerah dan otonomi daerah;
dan
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g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten
Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang
berkaitan dengan tugasnya

Paragraf 2

Bagian Kesejahteraan Rakyat
Pasal 7

(1) Bagian Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh seorang Kepala
Bagian.

(2) Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas
melaksanakan pengkoordinasian perumusan kebijakan
daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat
Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan
sosial dan kesejahteraan masyarakat.

(B) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), Kepala Bagian Kesegjateraan Rakyat
menyelenggarakan fungsi:

a. Pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah
di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan
kesejahteraan masyarakat;

b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat
Daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial
dan kesejahteraan masyarakat;

c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak
yang tidak diinginkan, dan faktor yang
mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di
bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan
kesejahteraan masyarakat; dan

d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
yang berkaitan dengan tugasnya.

Paragraf 3
Bagian Hukum
Pasal 8
(1) Bagian Hukum dipimpin oleh seorang Kepala Bagian.

(2) Kepala Bagian Hukum mempunyai tugas
melaksanakan perumusan kebijakan daerah,
pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah,
pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah,
pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang
perundang-undangan, bantuan hukum dan Hak Asasi
Manusia serta dokumentasi dan informasi hukum.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), Kepala Bagian Hukum menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan kebijakan daerah di bidang perundang-
undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan
informasi hukum;

b. Penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan
kebijakan daerah di bidang perundang-undangan,
bantuan hukum dan dokumentasi dan informasi
hukum;
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c. Penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan
tugas Perangkat Daerah di di bidang perundang-
undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan
informasi hukum;

d. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan
evaluasi di bidang perundang-undangan, bantuan
hukum serta dokumentasi dan informasi hukum;
dan

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten
Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang
berkaitan dengan tugasnya

Bagian Ketiga
Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Pasal 9

(1) Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat
Daerah dipimpin oleh seorang Asisten.

(2) Asisten Perekonomian dan Pembangunan sebagaimana
dimaksudpada ayat (1), mempunyai tugas membantu
Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah
dan pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah di
bidang perekonomian dan sumber daya alam,
administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), Asisten Perekonomian dan Pembangunan
menyelenggarakan fungsi:

a. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah di
bidang perekonomian dan sumber daya alam,
administrasi pembangunan, pengadaan barang/jasa;

b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat
Daerah di bidang pereckonomian dan sumber daya
alam, administrasi pembangunan, pengadaan
barang dan jasa;

c. Penyusunan kebijakan daerah di bidang pengadaan
barang dan jasa;

d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
daerah di bidang pengadaan barang dan jasa;

e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan,
dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang
mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan
dibidang perekonomian dan sumber daya alam, dan
administrasi pembangunan; dan

f. Pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh
Sekretaris Daerah bidang perekonomian dan sumber
daya alam, administrasi pembangunan, dan
pengadaan barang dan jasa yang berkaitan dengan

tugasnya.
Paragraf 1
Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
Pasal 10

(1) Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam dipimpin oleh
seorang Kepala Bagian.
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(2) Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas
melaksanakan pengkoordinasian perumusan kebijakan
daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat
Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan daerah di bidang pembinaan Badan Usaha
Milik Daerah dan BLUD, perekonomian, dan sumber
daya alam.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya

Alam menyelenggarakan fungsi:
a. Perumusan kebijakan daerah di bidang pembinaan

BUMD dan BLUD, perekonomian, dan sumber daya
alam,;

b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat
Daerah di bidang pembinaan BUMD dan BLUD,
perekonomian, dan sumber daya alam;

c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak
vang tidak diinginkan, dan faktor yang
mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di
bidang pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian,
dan sumber daya alam; dan

d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten
Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan
dengan tugasnya.

Paragraf 2
Bagian Administrasi Pembangunan
Pasal 11

(1) Bagian Administrasi Pembangunan dipimpin oleh seorang
Kepala Bagian.

(2) Kepala Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai
tugas melaksanakan pengkoordinasian perumusan
kebijakan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas
Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penyusunan
program, pengendalian program dan evaluasi dan
pelaporan.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
mempunyai fungsi:

a. Perumusan kebijakan daerah dibidang penyusunan
program, pengendalian program dan evaluasi dan
pelaporan;

b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat
Daerah dibidang penyusunan program, pengendalian
program dan evaluasi dan pelaporan;

c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak
yang tidak  diinginkan, dan faktor yang
mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di
bidang penyusunan program, pengendalian program
dan evaluasi dan pelaporan; dan
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d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten
Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan
dengan tugasnya

Paragraf 3
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
Pasal 12

(1) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dipimpin oleh seorang
Kepala Bagian yang sekaligus merupakan Kepala UKPBJ.

(2) Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai
tugas melaksanakan perumusan kebijakan daerah,
pengkoordinasian  perumusan  kebijakan  daerah,
pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah,
pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang
pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan
layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan
advokasi pengadaan barang dan jasa.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan kebijakan daerah di bidang pengelolaan
pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan
pengadaan secara elektronik, pembinaan dan
advokasi pengadaan barang dan jasa;

b. Pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah di
bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa,
pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik,
pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan
jasa;

c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat
Daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan
jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara
elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan
barang dan jasa;

d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
daerah terkait pengelolaan pengadaan barang dan
jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara
elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan
barang dan jasa; dan

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten
Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan
dengan tugasnya.

Bagian Keempat
Asisten Administrasi Umum
Pasal 13

(2) Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah
dipimpin oleh seorang Asisten.

(3) Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas membantu
Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah,
pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian pelaksanaan
tugas Perangkat Daerah dan pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan daerah di bidang umum,
organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan, dan
perencanaan dan keuangan.
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(4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), Asisten Administrasi Umum menyelenggarakan
fungsi:

a. Perumusan kebijakan daerah di bidang organisasi,

b. Pelaksanaan kebijakan dibidang umum, protokol
dan komunikasi pimpinan, dan perencanaan dan
keuangan;

c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat
Daerah di bidang organisasi;

d. Penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di
bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi
pimpinan, dan perencanaan dan keuangan;

e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
daerah di bidang organisasi;

f. Penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi dan
ASN pada instansi daerah; dan

g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh
Sekretaris Daerah di bidang organisasi, umum, dan
administrasi pimpinan yang berkaitan dengan
tugasnya.

Paragraf 1
Bagian Organisasi
Pasal 14
(1) Bagian Organisasi dipimpin oleh seorang Kepala Bagian.

(2) Kepala Bagian Organisasi mempunyai tugas
melaksanakan perumusan kebijakan daerah,
pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah,
pengkoordinasian  pelaksanaan tugas Perangkat
Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis
jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, dan kinerja
dan reformasi birokrasi.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), Kepala Bagian Organisasi menyelenggarakan
fungsi:

a. Perumusan  kebijakan daerah di  bidang
kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan

publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi
birokrasi;

b. Pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah
dibidang kelembagaan dan analisis jabatan,
pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja
dan reformasi birokrasi;

c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat
Daerah di bidang Kelembagaan dan Analisis
Jabatan, Pelayanan Publik dan Tata Laksana serta
Kinerja dan Reformasi Birokrasi;

d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
daerah di bidang kelembagaan dan analisis
jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta
kinerja dan reformasi birokrasi; dan
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e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten
Administrasi Umum yang berkaitan dengan
tugasnya

Paragraf 2
Bagian Umum
Pasal 15
(1) Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Bagian.

(2) Kepala Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan pelaksanaan kebijakan dan pemantauan
dan evaluasi di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli
dan kepegawaian, perlengkapan dan rumahtangga.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), Kepala Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan kebijakan di bidang tata usaha
pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, perlengkapan
dan rumah tangga;

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang tata wusaha
pimpinan, staf ahli dankepegawaian, perlengkapan
dan rumahtangga;

c. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang

tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian,
perlengkapan dan rumah tangga; dan

d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh
Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan

tugasnya.
Angka 1
Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan,
Staf Ahli dan Kepegawaian
Pasal 16

(1) Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan
Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.

@) Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan
Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas Kepala Bagian Umum lingkup tata usaha Pimpinan,
Staf Ahli, dan kepegawaian.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan
Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

a. Melaksanakan pengelolaan administrasi
perkantoran yang meliputi kegiatan tata usaha
umum, persuratan, kepegawaian Bupati, Wakil
Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris
Daerah, Staf Ahli, dan rapat-rapat dinas;

b. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi di bidang
pengelolaan administrasi perkantoran yang meliputi
kegiatan tata usaha umum, persuratan,
kepegawaian Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris
Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli, dan
rapat-rapat dinas; dan

c. Melaksanakan pengelolaan kearsipan.
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Paragraf 3
Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
Pasal 17

(1) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan dipimpin oleh
seorang Kepala Bagian.

(2) Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan,
pengkoordinasian  pelaksanaan tugas Perangkat
Daerah, pemantaunan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan daerah di bidang protokol, komunikasi
pimpinan, dan dokumentasi.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi
Pimpinan menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan kebijakan di bidang protokol,
komunikasi pimpinan, dan dokumentasi,

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang protokol,
komunikasi pimpinan, dan dokumentasi;

c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat
Daerah di bidang protokol, komunikasi pimpinan,
dan dokumentasi;

d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
daerah terkait protokol, komunikasi pimpinan, dan
dokumentasi; dan

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh
Asisten Administrasi Umum yang berkaitan
dengan tugasnya.

Angka 1
Sub Bagian Protokol
Pasal 18
(1) Sub Bagian Protokol dipimpin oleh seorang Kepala Sub
Bagian.

(2) Kepala Sub Bagian Protokol mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas Kepala Bagian Protokol
dan Komunikasi Pimpinan lingkup keprotokolan.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), Kepala Sub Bagian Protokol menyelenggarakan
fungsi:

a. Melaksanakan tata protokoler dalam rangka
penyambutan tamu pemerintah daerah;

b. Menyiapkan bahan koordinasi dan/atau fasilitasi
keprotokolan;

c. Menyiapkan bahan informasi acara dan jadwal
kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

d. Menginformasikan jadwal dan kegiatan Pemerintah
Daerah; dan

e. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kegiatan
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
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Paragraf 4

Bagian Perencanaan dan Keuangan
Pasal 19

(1) Bagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh
seorang Kepala Bagian.

(2) Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai
tugas melaksanakan penyiapan pengkoordinasian
perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasian
pelaksanaan tugas, dan pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan,
keuangan dan pelaporan lingkup Sekretariat Daerah.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan
menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan  kebijakan daerah di  bidang
perencanaan, keuangan dan pelaporan;

b. Pelaksanaan tugas Seckretariat Daerah di bidang
perencanaan, keuangan dan pelaporan;

c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan,
dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang
mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di
bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan; dan

d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh
Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan
tugasnya.

Bagian Kelima
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 20

Pada lingkup Sekretariat Daerah dapat ditetapkan jabatan
fungsional sesuai kebutuhan yang pelaksanaannya
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 21

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari tenaga dalam
jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai
kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;

(2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas
memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan
tugas dan fungsi Jabatan Administrator sesuai dengan
bidang keahlian dan keterampilan;

(3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dapat ditetapkan Sub Koordinator Pelaksana
Fungsi Pelayanan Fungsional sesuai dengan ruang
lingkup bidang tugas dan fungsi Jabatan Administrator
masing-masing;

(4) Sub Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan
Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mengelola
kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang
tugas masing-masing.
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(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan jabatan
Fungsional ke dalam unit kerja Sekretariat Daerah, dan
pembagian tugas Sub Koordinator Pelaksana Fungsi
Pelayanan Fungsional ditetapkan dengan Keputusan
Sekretaris Daerah;

Pasal 22

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 21, terdiri dari berbagai jenis jabatan
fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang
pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan
kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan
beban kerja.

(3) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut
dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur
jabatan fungsional masing-masing.

BAB IV
TATA KERJA
Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretariat
Daerah harus menyusun peta proses bisnis yang
menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien
antar unit organisasi di lingkungan Sekretariat Daerah.

Pasal 24

Sekretaris Daerah menyampaikan laporan kepada Bupati
mengenai hasil pelaksanaan urusan penunjang
pemerintahan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai
kebutuhan.

Pasal 25

Sekretariat Daerah harus menyusun peta jabatan
berdasarkan analisis jabatan, analisis beban kerja dan uraian
tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Sekretariat
Daerah.

Pasal 26

Setiap unsur di lingkungan Sekretariat Daerah dalam
melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip
koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam
lingkungan Sekretariat Daerah maupun dalam hubungan
antar instansi lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok
Tengah maupun dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat.

Pasal 27

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Sekretariat

Daerah:

a. harus menerapkan sistem pengendalian intern
pemerintah di lingkungan masing-masing untuk
mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas
public melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan
dan pelaporan kinerja yang terintegrasi;

b. bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan
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bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan
serta arahan bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

c. wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-
masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib
mengambil Langkah-langkah yang diperlukan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

(1) Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengikuti dan
mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada
atasan masing-masing dan menyampaikan laporan
kinerja secara berkala.

(2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit
organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan
digunakan sebagai bahan untuk Menyusun laporan
lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada
bawahannya.

(3) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan,
tembusan laporan wajib disampaikan kepada
pimpinan unit organisasi yang lain yang secara
fungsional mempunyai hubungan kerja.

BABV
JABATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
Pasal 29

(1) Sekretaris Daerah merupakan Jabatan Pimpinan
Tinggi Pratama atau jabatan struktural eselon Il.a

(2) Asisten Sekretaris Daerah merupakan Jabatan
Pimpinan Tinggi Pratama atau jabatan struktural
eselon II.b

(3) Kepala Bagian merupakan Jabatan Adminstrator atau
jabatan struktural eselon Ill.a

(4) Kepala Sub Bagian merupakan Jabatan Pengawas atau
jabatan struktural eselon IV.a

Pasal 30

(1) Jabatan Pimpinan Tinggi  Pratama, Jabatan
Administrator dan Jabatan Pengawas diangkat dan
diberhentikan oleh Bupati.

(2) Tatacara pengangkatan dan pemberhentian
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman
pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pejabat fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 31

(1) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini pejabat
yang ada saat ini berdasarkan Peraturan Bupati Nomor
60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten
Lombok Tengah (Berita Daerah kabupaten Lombok Tengah
Tahun 2016 Nomor 60) tetap menduduki jabatannya dan
melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya
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pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini,
serta tetap diberikan hak kepegawaian dan hak
administrasi lainnya sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan
Bupati Nomor 28 Tahun 2020 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat
Daerah Kabupaten Lombok Tengah (Berita Daerah
Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 28) dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah. -

Ditetapkan di Praya
_pada-tanggal, 7 Jerencber 2021
# BUPATITOMBOK TENGAHf

-1}

q H. FALY PATHUL BAHRI

Diundangkan di Praya |
pada tanggal 2021
SEKRETARIS DAERAH

LALU FIRMAN WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2021 NOMOR



RIHVE TNHLVG OhYT

' 4
m@ \

1| ¥} N
\\ N ¥
\ A\ Y v L[/
HYONHL MO@%@AAP&&D@
5 1& @!.m. -
o e i o s s s s N o o e o i o ¢ I O O I N O A N S I ) I O O | B B S N R S A o L T A O
AR P INERNEENERN N e LU L L I EEEEAREN RS SN
IVNOISHNNA TVNOISONNA L TYNOISONNA 7] TWNOISONNA TYNOISONNS TYNOISONNS TYNOISONNA TYNOISONN TYNOISONNA
NVIVaYr d NV.IVEVP 4714 NVILVEVP dTH NYLYEYT a1 NYLYBVT dTH NVAVEYT dTH NVIVEVE dTH NV.LVEVE T NYLVEVE 4T
10M010dd NVNIdINIJ =
NVIDVE €n8 [ | YHVSO VIVL [
NVIDVH NS
NVNIIINId VSV Nvd 4 WY1V VAV
NVONYNTY NVd ISVIINOWON | WOWN | DNVAVE NYNNONVENHEd ATGNNS NV ' i LYARVY NVHY LNRITNH
NVVNVONZHHd NV T0M0LO¥d NVIDVH ISVSINVDHO NVYVAVDONHEd ISVALSININAY NYINONOMAHEd WMNH NVIDVE, NYVARLEV ASENT VIV NVIDVE
NYIDVE NYIDVE NYIDVH NVIDVH NVIDVE NVIOVH i NVIDVH
| _ | _ ] | ] | |
wmn NVRNONVENGL NV ekl = el
ISVALSININAY NHLSISY NVINONONHAEd NELSISY
HVYAAVA SIAV.LHAXNHS
HVONIL IOGNOT NILVINEVI HYIAVA LVRIV.LENNIS ISYVSINYDJIO NVNNSNS NYOVYd
yesuay, yoquro] usyedngey yeIoe( jerrejassas elay ere], ueq ssuny ‘sedng, ‘rsesTuBBI0 UBUNSNG ‘UBnpnpay : Suejuay,
. ITer JoqIaraQ 1 : ressuey,
Tgoz unyel, 69 : _ JouIoN

yedua, yoquior] edng ueinjersg uerdure]




